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PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN JUMLAH PENDUDUK 
TERHADAP PERNERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI  
DI INDONESIA TAHUN 2012 - 2016 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan 
jumlah penduduk terhadap pernerimaan pajak daerah provinsi  di indonesia tahun 
2012 – 2016. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi 
linear berganda data panel tahun 2012-2016 (33 provinsi di Indonesia). Jenis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari 
Badan Pusat Statistika (BPS). Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah penduduk 
tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah sedangkan 
pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak 
daerah provinsi di Indonesia tahun 2012-2016. 
Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Pajak Daerah, Data 
Panel 
Abstrack 
This study aims to analyze the effect of economic growth and populations to the 
provincial tax revenue in Indonesia in 2012-2016. The data used are economic 
growth, population and provincial tax revenue. The analytical method used is 
multiple linear regression analysis method of panel data year 2012-2016 (33 
provinces in Indonesia). The type of data used in this study is secondary data. The 
data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS). The results showed 
that populations have no significant effect on local tax revenues, while economic 
growth has a significant positive effect on provincial tax revenue in Indonesia in 
2012-2016. 
Keywords : Economic Growth, Populations, Provincial Tax Revenue, Panel 
Method 
1. PENDAHULUAN 
Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-
masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah–daerah, 
sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap 
daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi kepada 
daerah akan menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan peran nyata dan 
kemandirian daerah dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyat secara adil dan merata. 
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Untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah, pemerintah daerah 
diharapkan mampu menghasilkan pendapatan daerah yang optimal pemerintah 
daerah dapat mandiri tanpa ada bantuan dari pemerintah pusat, ada upaya yang 
harus dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu yang pertama adalah mengupayakan 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mencari terobosan-
terobosan inovatif yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan 
pemerintah. Upaya yang kedua adalah berkaitan dengan penghematan biaya untuk 
meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan dan pelayanan terhadap 
masyarakat. 
2. METODE 
2.1 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber hasil 
penelitian yang telah ada serta laporan-laporan dari instansi tertentu. Data 
sekunder yang digunakan yaitu gabungan dari data time series rentang waktu 
2012-2016 dan data cross section meliputi 33 provinsidi Indonesia, sehingga 
total observasi dalam penelitian ini adalah 5 x 33 = 165 observasi. 
Sumber data dalam objek penelitian ini diperoleh dari website, jurnal 
atau laporan-laporan penelitian terdahulu dan instansi yang terkait dalam 
penelitian seperti badan pusat statistik (BPS) Indonesia. Adapun data yang 
digunakan adalah pajak daerah, pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan jumlah 
penduduk di 33 provinsi Indonesia dalam kurun waktu 2012 hingga tahun 
2016. 
2.2 Metode Analisis Data 
Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan 
ekonomi dan jumlah penduduk terhadap pajak daerah adalah analisis regresi 
data panel. 
Model data panel merupakan persamaan model dengan 
mengkombinasikan data time series dan cross section, maka model dapat 
ditulis sebagai berikut: 
Yit = α + βXit+ μit      (1) 
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Di mana : 
i  = 1, 2, ..., N 
t  = 1, 2, ..., T 
Y  = variabel terikat 
α  = koefisien intersep 
β  = menunjukan arah dan pengaruh masing-masing 
X  = variabel bebas 
N  = banyaknya observasi 
T  = banyaknya waktu 
N x T = banyaknya data panel 
μ  = faktor gangguan atau tidak dapat diamati 
Adapun model ekonometrika yang digunakan sebagai berikut: 
TAXit = α + β1PDRBit + β2POPit + μit   (2) 
Di mana : 
TAX  = penerimaan pajak daerah provinsi di Indonesia 
PDRB = PDRB untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t 
POP = jumlah penduduk untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t 
α  = intersep atau koefisien 
β1, β2 = koefisien regresi variabel bebas 
i  = data cross section Provinsi di Indonesia 
t  = data time series, tahun 2012-2016 
μit  = faktor gangguan di waktu t untuk unit cross section 
Estimasi model ekonometrika data panel di atas meliputi langkah (1) 
mengestimasi model data  panel PLS, FEM, REM (2) uji pemilihan model 
data panel degan menggunakan Uji Chow, Uji Langrange Multiplier dan Uji 
Hausman (3) uji kebaikan model pada model data panel terpilih dan 
Intepretasi R-Square (4) uji validitas pengaruh. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil estimasi regresi data panel dengan tiga metode Pooled Ordinary 
Least Square, Fixed EffectModel dan Random EffectModel secara cross 
section dapat dilihat pada Tabel 1. 
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 Tabel 1 Hasil Regresi Data Panel Cross Section 
Variabel Koefisien Regresi 
PLS FEM REM 
C 8.813611 -2.062184 6.878121 
LOG (PDRB) 0.890122 1.814333 1.371341 
LOG (POP) 0.197514 0.198929 -0.247001 
R2 0.915334 0.993933 0.752259 
Adj. R2 0.914289 0.992347 0.749200 
F-statistic 875.6990 626.4421 245.9538 
Prob. F-Statistik 0.000000 0.000000 0.000000 
Sumber : BPS, diolah 
3.1 Uji Pemilihan Model Data Panel 
3.1.1 Uji Chow 
Uji Chow merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah 
model FEM lebih baik dibandingkan dengan model PLS. Hasil pengolahan 
Uji Chow dapat dilihat pada Tabel 2. 
Tabel 2 Hasil Estimasi Data Panel Dengan Uji Chow 
Effects Test Statistic d.f. Prob 
Cross-section F 52.634790 (32,130) 0.0000 
Cross-section Chi-square 434.928098 32 0.0000 
Sumber: BPS, diolah 
3.1.2 Uji Hausman 
Uji Hausman merupakan pengujian yang digunakan untuk melihat apakah 
model FEM lebih baik daripada model REM. Hasil pengolahan Uji Chow 
dapat dilihat pada Tabel 3.  
 
Tabel 3Hasil Estimasi Data Panel Dengan Uji Hausman 
Test Summary Chi-Sq Statistic Chi-Sq. d.f. Prob 
Cross-section random 47.604172 2 0.0000 
 Sumber: BPS, diolah 
Dari Uji pemilihan model di muka, terpilih model Fixed Effect Model 
(FEM) yang hasil estimasi lengkapnya terlihat pada Tabel 4 dan Tabel 5. 
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Tabel 4 Model Estimasi Fixed Effect Model 
logTAXit = -2.062184 + 1.814333logPDRBit + 0.198929logPOPit 
(0.0000)*                  (0.7847) 
R2= 0.993933 DW-Stat= 1.100423 F-Stat= 626.4421 Sig.F-Stat= 0.000000 
Keterangan: *Signifikansi pada α = 0.01; **Signifikansi pada α = 0.05; 
Angka dalam kurung adalah nilai probabilitas t-statistik. 
 Tabel 5 Efek dan Konstanta Cross Section 
No PROVINSI Effect Konstanta 
1 ACEH -0.057626 -2.119810 
2 SUMUT -1.201423 -3.263607 
3 SUMBAR -0.085413 -2.147597 
4 RIAU -1.667212 -3.729396 
5 JAMBI -0.097243 -2.159427 
6 SUMSEL -0.748332 -2.810516 
7 BENGKULU  1.456560 -0.605624 
8 LAMPUNG -0.476354 -2.538538 
9 BABEL  1.202576 -3.521563 
10 KEPRI -0.411413 -2.473597 
11 DKI -1.459379 -3.521563 
12 JABAR -2.127661 -4.189845 
13 JATENG -1.827522 -3.889706 
14 DIY  0.860547 -1.201637 
15 JATIM -2.437033 -4.499217 
16 BANTEN -0.774030 -2.836214 
17 BALI  0.731870 -1.330314 
18 NTB  0.467328 -1.594856 
19 NTT  0.626486 -1.435698 
20 KALBAR  0.321000 -1.741184 
21 KALTENG  0.864195 -1.168531 
22 KALSEL  0.893659 -1.168525 
23 KALTIM -0.983172 -3.045356 
24 SULUT  0.778238 -1.283946 
25 SULTENGAH  0.398485 -1.663699 
26 SULSEL -0.509961 -2.572145 
27 SULTENGGA  0.241826 -1.820358 
28 GORONTALO  1.883283 -0.178901 
29 SULBAR  1.335398 -0.726786 
30 MALUKU  1.718261 -0.343923 
31 MALUT  1.561826 -0.500358 
32 PABAR  0.230441 -1.831743 
33 PAPUA -0.708202 -2,770386 
Sumber: BPS, diolah 
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3.2 Uji Kebaikan Model 
3.2.1 Uji Eksistensi Model (Uji F) 
Uji F digunakan untuk menguji eksistensi suatu model. Dari hasil estimasi, 
nilai signifikansi statitik F sebesar 0.000000 < 0.01. HO ditolak maka 
model yang dipakai eksis. Pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan jumlah 
penduduk (POP) yang terdapat dalam persamaan regresi secara simultan 
atau bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. 
3.2.2 Koefisien Determinasi R2 
Koefisien determinasi menunjukkan daya ramal dari model statistik 
terpilih. Hasil estimasi menunjukkan nilai R2 sebesar 0.993933, artinya 
99,39% variasi penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh variasi 
pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Sedangkan sisanya yaitu 
0,61% variasi penerimaan pajak daerah dijelaskan oleh variasi variabel 
lain yang tidak disertakan dalam model. 
3.3  Uji Validitas Pengaruh 
Uji kofisien regresi secara parsial (Uji t) dilakukan untuk mengetahui 
signifikan dan tidaknya pengaruh variabel-variabel independen dalam model. 
1) Prob. tPDRB sebesar 0.0000 < 0.01, HO ditolak maka variabel PDRB
memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
2) Prob. tPOP sebesar 0.7847 > 0.10, HO diterima maka variabel POP tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
Dari Uji t di atas terlihat bahwa variabel yang memiliki pengaruh signifikan 
terhadap penerimaan pajak daerah provinsi di Indonesia tahun 2012-2016 
adalah pertumbuhan ekonomi (PDRB), sedangkan jumlah penduduk tidak 
memiliki pengaruh signifikan. 
3.3 Interpretasi Pengaruh Variabel Independen 
Dari hasil Uji Validitas Pengaruh di muka dapat disimpulkan bahwa variabel 
yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah yaitu 
variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB). 
Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 1.814333 dan 
pola hubungan antara penerimaan pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi 
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(PDRB) adalah logaritma-logaritma, artinya apabila pertumbuhan ekonomi 
(PDRB) naik sebesar 1% maka penerimaan pajak daerah naik 1,81%.   
Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui nilai konstanta masing-masing 
provinsi. Nilai konstanta penerimaan pajak daerah tertinggi terdapat di 
Provinsi Gorontalo yaitu sebesar -0.178901, artinya penerimaan pajak daerah  
Provinsi Gorontalo dalam kaitannya dengan pengaruh variabel independen 
cenderung berada pada tingkat tertinggi, sedangkan nilai konstanta 
penerimaan pajak daerah terendah terdapat pada Provinsi Jawa Timur sebesar 
-4.499217, artinya penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Timur dalam 
kaitannya dengan pengaruh variabel independen cenderung berada pada 
tingkat terendah. 
4. PENUTUP 
4.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis analisis regresi linear berganda data panel 
yang telah dilakukan pada bab IV, kesimpulan yang diambil dari hasil 
penelitian sebagai berikut : 
1) Pengujian model menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman 
menunjukkan bahwa model FEM lebih tepat digunakan untuk data panel 
cross section dibandingkan model PLS dan REM. 
2) Berdasarkan Uji kebaikan Model secara cross section, pertumbuhan 
ekonomi (PDRB) dan jumlah penduduk (POP) yang terdapat dalam 
persamaan regresi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh 
terhadap penerimaan pajak daerah provinsi di Indonesia tahun 2012-
2016. 
3) Hasil uji koefisien determinan R-squared untuk data panel cross section 
menunjukkan besarnya nilai sebesar 0.993933, artinya 99,39% variasi 
penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh variasi pertumbuhan ekonomi 
dan jumlah penduduk. Sedangkan sisanya yaitu 0,61% variasi 
penerimaan pajak daerah dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak 
disertakan dalam model. 
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4) Berdasarkan uji validitas pengaruh (uji t) pada signifikansi (α) sebesar 
0,01; pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap penerimaan pajak daerah dengan nilai koefisien dan probabilitas 
sebesar 0,1814333 dan 0,0000. Artinya apabila pertumbuhan ekonomi 
(PDRB) naik sebesar 1% maka penerimaan pajak daerah naik 1,81%.   
5) Penerimaan pajak daerah provinsi di Indonesia mengalami kenaikan tiap 
tahunnya. Pajak Daerah sendiri merupakan salah satu sumber 
penyumbang keuangan daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan 
pemerintahan termasuk juga dalam hal pembangunan daerah. 
4.2 Saran 
Saran yang disimpulakan berdasarkan penelitian ini adalah : 
1) PDRB sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap Pajak 
Daerah, seharusnya dipertahankan bahkan ditingkatkan penerimaannya. 
Dengan nilai PDRB yang semakin besar menunjukkan semakin besar 
pula potensi penerimaan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia 
2) Mengingat penerimaan dari pos Pajak Daerah memberikan kontribusi 
yang terbesar terhadap total penerimaan PAD, maka diharapkan 
pemerintah Provinsi perlu menambah jenis objek Pajak Daerah, sehingga 
dapat meningkatkan penerimaan untuk pos Pajak Daerah. Namun upaya 
untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah perlu dilakukan dengan 
bijaksana, agar tidak semakin membebani masyarakat 
3) Secara umum hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 
masih kurang sesuai dengan yang diharapkan, maka bagi peneliti yang 
akan datang diharapkan untuk memperluas lagi variabel-variabel lain 
yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan melakukan olah data 
dengan metode analisa data yang lebih baik. 
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